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A. Pengantar 
Materi kedua ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengetahui sejarah Hukum Administrasi Negara. Tujuan materi ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap sistem Hukum Administrasi Negara.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu mengetahui sejarah Hukum Administrasi Negara
2. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan logis terhadap sistem hukum administrasi negara yang berlaku.
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum administrasi negara
2. Mahasiswa mampu mengkritisi sistem hukum administrasi negara.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi ini mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai sejarah hukum administrasi negara dan keberlakuan sistem hukum administrasi negara di Indonesia selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Sejarah Administrasi Negara

Abad ke-14 sampai abad ke-15 kekuasaan negara di Sentralisir oleh Raja. Pada jaman ini Raja adalah:

1. Pembuat undang-undang.

2. Pelaksana undang-undang

3. Hakim yang mengadili sengketa.

Sampai abad ke-16 atau abad RENAISSANCE / AUFKLARUNG / Abad Pertengahan sistem tidak lagi sentralistik.

Renaissance menimbulkan aliran yang mengemukakan bahwa “Sistem pemerintahan yang sentralistis yang kurang dapat menjamin kemerdekaan individu harus dirubah dengan sistem pemerintahan yang dapat menjamin lebih banyak kebebasan individu.”

Apabila kekuasaan terpusat pada satu tangan saja (Raja), dikhawatirkan akan terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemegang kekuasaan. Sejarah kemudian mencatat beberapa perlawanan dari rakyat yang menginginkan reformasi atau perubahan kekuasaan.

Sebut saja misalnya sebuah Magna Charta (Piagam Agung, 1215): Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Lalu juga dokumen Bill of Rights 1689 (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of 1688). Ada juga kemudian dokumen Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kewenangan dari rezim lama. Dan terakhir adalah Bill of Rights, (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama tahunnya dengan Declaration of Prancis) dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791.

Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan demokrasi yang menghapuskan sistem pemerintahan absolut monarki. Di Negeri Inggris, aliran ini dikembangkan oleh ahli filasafat yang bernama John Locke. Menurutnya:

“Kekuasaan negara harus dibagi ke dalam tiga kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.” (John Locke dalam bukunya “Two Treaties On Civil Government” tahun 1690)

John Locke bukanlah orang pertama yang mengemukakan teori ini. Karena sebelumnya Aristoteles pun telah mengemukakan hal yang sama.

Tidak lama kemudian pada tahun 1748 ahli hukum Perancis yang bernama Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” mengemukakan juga mengenai teori pemisahan kekuasaan.

Pada zaman Aufklarung ini, di Eropa barat menginginkan jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari mereka yang berkuasa di dalam negara. Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan individu hanya dapat dijamin kalau kekuasaan pusat di tangan raja di sentralisir, yaitu dibagi-bagi antara tiga badan kenegaraan yang bediri sendiri-sendiri dan yang lapangan pekerjaannya sama sekali terpisah satu sama lain.

Sistem Pengawasan (Check and Balance) diperlukan karena:

1. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu akan bertindak melampui batas kekuasaannya sehingga melakukan tindakan sewenang-wenang.

2. Agar ketiga fungsi tersebut menjadi seimbang.

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat yang didasarkan pada Teori Trias Politica Montesquieu adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Legislatif diserahkan kepada Congress (Dewan Perwakilan Rakyat) yang terdiri dari The House of Representative dan Senate.

2. Fungsi Eksekutif diserahkan kepada Presiden yang dibantu oleh para menterinya, para menteri bertanggungjawab kepada Presiden.

3. Fungsi Yudikatif dirserahkan kepada Supreme Court, atau Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan.

Sejarah HAN di Indonesia

Berdasarkan tulisan Logemann yang berjudur Het Straatsrecht van Nederlands Indie, Prof. Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan bahwa titik tolak administrasi di Indonesia adalah sejak tahun 1816, karena pada tahun itu terjadi penyerahan pemerintahan oleh Inggris kepada Nederland dan untuk pertama kalinya pada tahun tersebut dibentuk organisasi pemerintah di Hindia Belanda. Kemudian sejak tahun 1905 mulai dilaksanakan Sistem Desentralisasi dalam pemerintahan. Pada masa pendudukan Jepang, penguasa meneruskan pemerintahan sipil yang lama dengan alat-alatnya.

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan negara Indonesia merdeka. Sistem pemerintahan diatur keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana selain disahkan UUD’45 juga diangkat Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 2 September 1945 Presiden mengangkat menteri-menteri negara yang masing-masing mengepalai satu departemen.

Usaha-usaha Belanda untukmenguasai kembali Indonesia akhirnya melahirkan Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS-nya. Namun masa ini tidak berlangsung lama. 17 Agustus 1950 bentuk negara kembali ke NKRI, namun dengan mengadakan perubahan. Lahirlah UUDS 1950. Tugas pemerintah di bidang eksekutif ialah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan terutama agar UUD 1945 dapat dilaksanakan. Untuk membentuk anggota DPR dan Dewan Konstituante dibawah UUD’50 diselenggarakanlah PEMILU yang pertama tanggal 1 April 1954.

Ternyata hasil Pemilu menimbulkan masalah dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Tiap-tiap pembentukan kabinet yang merupakan Koalisi selalu menghadapi dan terbentuk pada oposisi di dalam dan diluar kabinet, Kemelut Kabinet terus berlangsung dan akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk menunjuk dirinya sendiri sebagai Kepala Negara membentuk kabinet berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUDS 1950 yang dikenal dengan nama Kabinet Djuanda.

Pelaksanaan pemerintahan dengan Demokrasi Terpimpin ternyata mengarah ke pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Keadaan ini diikuti dengan peristiwa G 30 S / PKI tahun 1965. Peristiwa ini sekaligus menarik garis pemisah masa pemerintahan sebelumnya dengan masa pemerintahan sesudahnya yang dikenal dengan sebutan Orde Lama dan Orde Baru.

Melalui TAP No.XXXIII / MPRS / 1967 kekuasaan Presiden Soekarno ditarik dan Jenderal Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden. Dalam Sidang Umum MPRS V dengan TAP No. XLIV/MPRS/1968 Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden RI. Melalui TAP No.XLI/MPRS/1968 ditetapkan pembentukan Kabinet Pembangunan yang tugas-tugasnya tercermin dari Panca Krida Kabinet Pembangunan, yang meliputi:

1. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional.

2. Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Membudayakan idiologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan P4 (Eka Prasetya Pancakarsa) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional

5. Melaksanakan PEMILU yang LUBER.

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan HAN yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tanggal 29 Desember 1986 disahkan UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Departemen lainnya pun mulai membenahi diri di dalam bidang HAN. Dimana mereka harus menyesuaikan diri dengan asas-asas HAN.

Adapun Asas-asas HAN adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas.

2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan.

3. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang lain.

4. Asas non diskriminatif atau asas kesamaan hak bagi setiap warganegara.

5. Asas upaya memaksa sebagai jaminan pentaatan hukum.

6. Asas kebebasan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum

Sumber HAN tidak berbeda dengan sumber hukum yang telah dipelajari di matakuliah PHI. Adapun sumber HAN adalah:

1. Pancasila.

2. UUD’45 & TAP MPR

3. UU / Perpu

4. PP

5. Keppres

6. Peraturan pelaksana bawahan lainnya.

7. Yurisprudensi.

8. Hukum Tidak Tertulis.

9. Hukum Internasional.

10. Doktrin.

Ketetapan MPR adalah keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar & kedalam.

Keputusan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam saja.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) hanya dibuat oleh Presiden saja, DPR tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu.

Perpu dibuat dalam keadaan “negara dalam keadaan darurat”

Peraturan Pemerintah (PP) dibuat dan dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. PP memuat aturan-aturan yang bersifat umum.

Berbeda dengan PP, Kepres bersifat khusus, contoh:

Keputusan Presiden yang berisi pengangkatan seseorang menjadi Menteri, Duta Besar, Guru Besar, atau Dirjen.

Peraturan Menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah Surat yang dibuat oleh beberapa menteri dalam hal mengatur obyek yang sama.

Peraturan Daerah macamnya:

1. Perda yang memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang. Perda ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan dalam Lembaran Daerah.

2. Perda yang tidak memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang. Perda ini berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam Perda ybs.

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Jelaskan dan berikan contoh dari asas-asas hukum administrasi negara.
2. Sebutkan bedanya TAP MPR dengan Keputusan MPR.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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